
TAHAPAN KEBIJAKAN 
BERBASIS PENGETAHUAN

PEMBELAJARAN DARI PROGRAM RINTISAN 
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BERBASIS PENGETAHUAN 

DI SULAWESI SELATAN



IDENTIFIKASI ISU, 
TANTANGAN, 

PRAKTIK BAIK, 
PERAN FUNGSI, 

KONTRIBUSI 
PARA PIHAK 

PERENCANAAN 
BELUM 

BERBASIS DATA, 
MASALAH SOSIAL 

& EKONOMI, 
KOMODITAS & 

KEBUTUHAN SUMBER 
EKONOMI BARU

MENYEPAKATI 
ISU 

PRIORITAS

TATA KELOLA 
EKONOMI 
DAERAH 

YANG 
MENDUKUNG 

PENGEMBANGAN  
KOMODITAS 

LOKAL

IDENTIFIKASI 
 PRIORITAS

KOMODITAS 
UNGGULAN 

TANTANGAN 
PENGEMBANGAN 

KOMODITAS : 
Tidak berbasis 

hasil kajian, road map 
& policy paper

REKOMENDASI: 
KAJIAN RANTAI NILAI 
KOMODITAS DENGAN 

PENDEKATAN 
KOLABORASI MULTIPIHAK

KRITERIA KOMODITAS : 
Unggulan, nilai budaya, 

komoditas baru, peluang 
pasar.

PENENTUAN KOMODITAS: 
Padi, jagung, sutra, 

talas satoimo

MENYEPAKATI
KOMODITAS

Tahun 2020
SUTRA

Tahun 2021
TALAS SATOIMO

AGENDA 
SETTING

DISKUSI MULTIPIHAK

1

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
melalui Badan Perencanaan dan Penelitian 

Pembangunan Daerah (BAPPELITBANGDA) 
dan Yayasan BaKTI melaksanakan uji coba 
program kebijakan berbasis pengetahuan.  

Uji coba ini ingin menunjukkan suatu siklus 
penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan 

dimana suatu agenda kebijakan prioritas 
daerah akan didukung melalui sebuah kajian 
terapan yang menjadi dasar suatu kebijakan. 

Uji coba ini didukung oleh Program 
Knowledge Sector Initiative (KSI), kemitraan 

antara pemerintah Australia dan Indonesia 
yang mendorong penggunaan bukti yang 
lebih baik dalam penyusunan kebijakan. 

TAHAPAN KEBIJAKAN 
BERBASIS PENGETAHUAN Peserta: 

1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov 
      Sulsel 
2   Perguruan Tinggi/Akademisi/Lembaga Penelitian

  Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)/ Lembaga  3
            Swadaya Masyarakat (LSM) 
 4 Sektor Swasta 

Serangkaian diskusi/pertemuan 
multipihak untuk mengidentifikasi 
isu, potensi, masalah, topik kajian, 
pendekatan, dan peran para pihak. 
Hasil akhir agenda setting menjadi 

bahan pelaksanaan kajian. 

PROSES 
AGENDA SETTING
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2 PERSIAPAN 
KAJIAN

Definisi Pengkajian berdasarkan 
Permendagri 17/2016 adalah 
penelitian terapan yang bertujuan 
memecahkan permasalahan yang 
sedang berkembang yang 
dilakukan untuk mencapai tujuan 
jangka menengah dan jangka 
panjang lembaga yang terkait 
dengan penyelenggaraan 
pemerintahan dalam negeri dan 
pemerintahan daerah.

Kajian menggunakan pendekatan 
kolaboratif melibatkan 
pemerintah, akademisi, dan LSM 
untuk memastikan keragaman 
bidang ilmu dan perspektif dalam 
studi. 

SIDANG 
TPM

Sidang 
Proposal 

Kajian

Sidang  
Instrumen

Kajian

Sidang  
Hasil Uji Coba 

Instrumen

Sidang  
Persetujuan 

Pelaksanaan Kajian

PEMBENTUKAN 
TIM

Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penelitian dan Pengembangan 
di Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah

Tim 
Persiapan 

(Yayasan BaKTI-
Bidang Litbang 

Bappelitbangda)

Tim 
Pengawas 

(Bidang Litbang 
Bappelitbangda,  

Yayasan BaKTI, KSI)

Tim 
Pelaksana 

Kajian 
(Akademisi, LSM, 

Peneliti Bappelitbangda)

Tim 
Pengendali 

Mutu (TPM) 
(Pimpinan Bappelitbangda, 

Akademisi dan LSM)
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PELAKSANAAN KAJIAN KOLABORASI

AKADEMISI, LSM, PENELITI BAPPELITBANGDA

FOKUS KAJIAN : 

METODOLOGI :

3

SURVEI : 
OFFLINE, GOOGLE FORM

RANTAI NILAI 
KOMODITAS 

SUTRA

KEBIJAKAN & 
KELEMBAGAAN

GENDER & INKLUSI 
SOSIAL (GESI)

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT

INDEPTH INTERVIEW TINJAUAN PUSTAKA BENCHMARKING

Sosialisasi laporan kajian kepada pemangku 
kepentingan yang lebih luas (OPD, stakeholder 
terkait, serta  narasumber dan responden kajian)  
untuk mendapatkan tanggapan dalam 
memperkuat laporan hasil kajian. 

TIM KAJIAN : 

EKONOMI & 
LINGKUNGAN

IMPLEMENTASI 
KEBIJAKAN GUBERNUR

SK, PERGUB

PROSES 
LEGISLASI

KONSULTASI 
PUBLIK

4 HASIL KAJIAN 

   POLICY 
    PAPER

 REKOMENDASI 
KEBIJAKAN

NASKAH 
KEBIJAKAN

PEMBAHASAN KEBIJAKAN
PROSES 

PRA KEBIJAKAN

RUMUSAN FINAL

PENGESAHAN 
KEBIJAKAN

PROSES REVIEW OLEH TIM PENGENDALI MUTU

SEMINAR HASIL KAJIAN FINALISASI 
LAPORAN KAJIAN

Serangkaian pertemuan untuk mempresentasikan dan mendapatkan 
masukan pada draft dan laporan akhir kajian serta persetujuan laporan kajian
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Yayasan BaKTI 
(Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia)

Jl. Daeng Ngeppe 1/10, Makassar 90223 
Sulawesi Selatan - Indonesia

 (62-411) 832228 / 833383        (62-411) 852416

 info@bakti.or.id         bakti.or.id         batukarinfo.com

 YayasanBaKTI        @InfoBaKTI        @InfoBaKTI
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